
b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada

huruf a salah satunya mengatur mengenai Pajak
Barang dan Jasa Tertentu yang bertujuan dalam

rangka lebih mengoptimalisasi serta untuk
meningkatkan kemudahan pelayanan kepada

Wajib Pajak terhadap pelaksanaan kewajiban

pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pemberntukan Kabupaten

Mengingat

a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan

Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang mengakibatkan telah berubabnya

pengelolaan pajak daerah, maka dipandang perlu
dilakukan penyesuaian;

Menimbang:

BUPATIPURWAKARTA

PROVINSIJAWABARAT

NOMOR 50 TAMV"t W24

TENTANG

TATACARAPEMUNGUTANPAJAKBARANGDANJASATERTENTU

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIPURWAKARTA,
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

tahun 2022 tentang Cipta KerjamenjadiUndang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Namar 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6757);

5. Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik: Indonesia Tahun 2023 Nomor 141,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6897);

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Repu blik Indonesia

Tabun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban

Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor

4286);
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4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya

disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati
sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

CARA

JASA

TATA

DAN

PERATURAN BUPATI TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK BARANG

TERTENTU.

MEMUTUSKAN:

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembatan Negara Repuhlik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 6881);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor

15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15);

Menetapkan:
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9. Badan adalah sekumpulan orang darr/atau
modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaba Milik Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana

Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau
organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat yang
mempunyai wewenang untuk mengelola

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah

yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar­

besarnya kemakmuran rakyat.

yang melaksanakan tugas penunjang bidang

keuangan dan pendapatan daerah.

5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi

tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan

mendapat penugasan datiKepalaBapenda sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bendahara Penerima yang selanjutnya disingkat

BP, adalah Bendahara Penerima yang berfungsi
menerima hasil pembayaran atau penyetoran
pajak terutang.
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14. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ada1ah surat

yang digunakan WajibPajak untuk mendaftarkan
diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya
kepada Bapenda.

11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau
badan yangbertanggungjawab atas pembayaran
pajak termasuk wakil yang menjalankan hak

memenuhi kewajiban-kewajiban pajak menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan
yang dapat dikenakan Pajak. Pembukuan adalah
suatu proses pencatatan yang dilakukan secara

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi

keuangan yang meliputi barta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah barga

perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan

berupa neraca dan laporan 1aba rugi untuk
periode tahun pajak tersebut.

13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang

selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban Daerah.

lainnya tennasuk Kontrak Investasi Kolektif dan

bentuk usaha tetap.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.
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19. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan
dan/atau minuman dengan dipungut bayaran,
yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,

kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk

jasa boga/katering.

20. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang

dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik
yang didistribusikan untuk bermacam peralatan

listrik.

21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan

akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa

pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan,

dan/ atau fasilitas lainnya. Jasa Parkir adalah
jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat
parkir di luar badan jalan dan Iatau pelayanan
memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di

area parkir, baik yang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, tennasuk penyediaan
tempat penitipan Kendaraan Bennotor.

17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya
disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan

oleh konsumen akhir atas konsumsi barang

dan/atau jasa tertentu.

18. Makanan dan/atau minuman adalah makanan

dan! atau minuman yang disediakan, dijual

danlatau diserahkan, baik secara langsung
maupun tidak langsung, atau melalui pesanan
oleh restoran.

15. Surat Pengukuhan adalah suratyang diterbitkan

oleh Kepala Bapenda sebagai dasar untuk

melakukan pemungutan pajak.

16. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang danjasa

tertentu yang dijual danj'atau diserahkan kepada
konsumen akhir.
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26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang

selanjutnya disingkat SPTPD,adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
pengbitungan dan/atau pembayaran pajak,

Objek Pajak dan/ atau bukan Objek Pajak,

danl atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati,

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan
besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

23. Nota Pesanan adalah bukti pembayaran yang
sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang

dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan

pembayaran atasjasa pelayanan Restoran.

24. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan

bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.

25. Bukti transaksi adalah dokumen bukti

pembayaran yang sekaligus sebagai bukti

pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak
pada saat pengajuan pembayaran kepada subjek

pajak, dapat berupa bon penjualan atau bill,

faktur atau invoice,dan sejenisnya.

22. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa

penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis

tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan,
rekreasi, danj'atau keramaian untuk dinikmati.
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33. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung
danj atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan

tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang

selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat
Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak setelah diJa.kukan pemeriksaan.

32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak danlatau sanksi administrasi

berupa bunga danj atau denda.

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

tambahan atas jumlah pajak yang telah

ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan.

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah

kredit pajak lebih besar daripada pajak yang

terutang atau seharusnya tidak terutang setelah
dilakukan pemeriksaan. .

pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah

yang masih harus dibayar.
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36. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang

menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan meJaporkan pajak

yang terutang.

37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya

1 (satu) tahun kalender.

38. Pajak yang terutang adalah pajak yang hams

dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak,
dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun

pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerab.

39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek

pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak
yang terutang sampai kegiatan penagiban pajak
atau retribusi kepada Wajib Pajak serta

pengawasan penyetorannya.

40. Surat Paksa adalah surat perintah membayar
utang pajak dan biaya penagihan pajak.

35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

disingkat SP2D, adalah dokumen yang
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang

diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah

berdasarkan Surat Perintah Membayar.

34. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah LebihBayar, atau

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan olehWajibPajak.

Keputusan Pembetulan, atau Keputusan

Keberatan.
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43. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan
agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
melunasi utang pajak daerah dan biaya

penagihan pajak daerah dengan menegur atau
memperingatkan, me1aksanakan penagihan

seketika dan sekaligus, memberitahukan surat

paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta
menjual barang yang telah disita.

44. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk

menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung

Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi
utang pajak menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan.

45. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka

umum dengan cam penawaran harga secara
khusus dan tertulis mela1ui pengumpulan
peminat atau calon pembeli.

46. Pemeriksaan ada1ah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,

dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah

dan/ atau tujuan lain dalam rangka

41. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan

penagiban pajak yang meliputi penagiban

seketika. dan sekaligus, pemberitahuan surat

paksa. danj'atau penyitaan.

42. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah adalah serangkaian tindakan yang

dilaku.kan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah yang terjadi, serta
menemukan tersangkanya.
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54. KasDaerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

50. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang
dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan

usaha atau peketjaan bebas, tempat tinggal
Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan
oleh Bapenda.

51. Banding adalah upaya hukum yang dapat

dilakukan Wajih Pajak atau Penanggung Pajak
terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan

banding, berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

52. Putusan Banding adalah putusan Badan
Peradilan Pajak atas banding terhadap
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib

Pajak.

53. Kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang

terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib
Pajak yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak
dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak
sepenubnya atau sebagian, atau tidak tepat

waktu.

48. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat

perintah yang dikeluarkan oleh Bupati untuk
melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

49. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang

dilakukan di Kantor Bapenda.

melaksanakan ketentuan peraturan perundang­

undangan perpajakan daerah.

47. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di

Iingkungan Bapenda yang diberi tugas,

wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan

pemeriksaan.
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Instansi berwenang.
b. untuk Wajib Pajak Badan melampirkan:

1. fotokopi identitas din (Kartu Tanda
Penduduk atau Surat lzin Mengemudi
atau Paspor) Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak;

2. fotokopi Akte Pendirian; dan

Penduduk atau Surat Izin Mengemudi

atau Paspor); dan

2. surat pemyataan kegiatan usaha dari
pengelola/pemilik usaha danfatau
fotokopi perizinan kegiatan usaha dari

(1) Setiap Wajib Pajak baru, wajib mendaftarkan diri

dan/ atau melaporkan usahanya kepada Bapenda

dengan menggunakan fonnulir Pendaftaran
Wajib Pajak.

(2) Fonnulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan ke
Bapenda sebelum usahanya diselenggarakan.

(3) Fonnulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat cliperoleh Wajib

Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara:
a. Mengambil sendiri ke Bapenda; atau

b. Mengakses dengan sistem daring pada situs
Bapenda.

(4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dan ditulis

dengan benar, jelas dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak dan disampaikan kepada

Bapenda, dengan melampirkan:
a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:

1. fotokopi identitas diri (Kartu Tanda

BABIl

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasa12
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persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai
ketentuan peraturan perpajakan daerah;

Surat
dan

dalam

Pasal3

(1) Kepala Bapenda membatalkan
Pengukuhan Wajib Pajak

membatalkanj'menghapuskan NPWPD,

hal:
a. Wajib Pajak meninggal dunia, dapat diajukan

permohonan pembatalan dan penghapusan
sebagai Wajib Pajak oleh ahli warisnya;

b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi

mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya
secara online / daring.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan untuk WajibPajak penyedia Tenaga

Listrik yang berstatus hadan usaha milik negara
atau badan usaha milik daerah.

(7) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan

diri dan melaporkan usahanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Bapenda

menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.
(8) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Pengukuhan

dan NPWPDsebagaimana dimaksud pada ayat (7),

secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak

melaksanakan kewajiban sebagairnana dimaksud
pada.ayat (1).

(9) Pendaftaran objek pajak dapat dilakukan atas:
a. tindak lanjut hasil pendataan oleh Bapenda;

atau

b. inisiatifwajib pajak.

pendaftaran
Pajak yang

3. surat pemyataan kegiatan usaha dari

pengelola/pemilik usaha darr/atau

fotokopi perizinan kegiatan usaha dari

Instansi berwenang.

(5) Penandatanganan fonnulir
dikecualikan bagi Wajib
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BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA

PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasa14

[I] Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu

dilarang diborongkan.
(2) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan

daerah dan disetor ke Kas Daerah.
(3) Kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang,

pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan

pajak dilarang dikeIjasamakan dengan pihak
ketiga.

(4) Dikecualikan dari larangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan dalam
mngka menunjang proses pemungutan pajak
berupa penerapan teknologi informasi,
pencetakan formuUr perpajakan, pengiriman

c. Wajib Pajak menghentikan secara tetap

kegiatan usahanya; dan
d. hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang

dalam berita acara basil pemeriksaan yang

menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi

persyaratan Subjek Pajak dan/atau Objek

Pajak sesuai ketentuan perpajakan daerah.

(2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan
penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil
pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang

pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib
Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat

diterbitkan oleh Kepala 8apenda sampai dengan

utang pajak dinyatakan Nihil.
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Pembayaran, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan
Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan WajibPajak.

(4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diterbitkan STPD,Keputusan

Keberatan Pajak, Keputusan Penolakan
Keberatan Pajak, Keputusan Pembatalan Pajak,

Keputusan Penolakan Pembatalan Ketetapan
Pajak, Keputusan Penghapusan Piutang Pajak,

Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak,
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak,

Keputusan Penolakan Pengurangan Ketetapan
Pajak, Keputusan Pengurangan atau

Pengbapusan Sanksi Administrasi Pajak,
Keputusan Penolakan Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak,
Keputusan Pengembalian Atas Kelebihan
Pembayaran Pajak.

PenundaanAngsuran, Surat PeIjanjian

(3) WajibPajak Barang dan Jasa Tertentu yang tidak
memenuhi kewajiban membayar pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan
Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan, Surat PeJjanjian

(1) Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu clibayar

sendiri oleh Wajih Pajak.

(2) WajibPajak Barang dan Jasa Tertentu memenuhi

kewajiban membayar pajak dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDLBdan/atau SKPDN.

PasalS

surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan

data objek dan subjek pajak.
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8agian Kesatu

Tarif

Pasal7

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

persen);
(2) khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

a. konsumsi tenaga Iistrik oleh rumah tangga:

1. daya terpasang sampai dengan 2.200 VA

sebesar 50/0 (lima persen);
2. daya terpasang di atas 2.200 VA sebesar

6% (enam persen);

BABIV

TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN

Bagian Kedua
Masa Pajak

Pasal6

Masa Pajak Barang dan Jasa Tertentu ditentukan

lamanya 1 [satu] bulan kalender.

(5) Bupati mendelegasikan wewenang penerbitan

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, STPD, Surat

Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan, Sumt Perjanjian

Angsuran, Surat Perjanjian Penundaan

Pembayaran, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan

Pem.eriksaan dan Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan Wajib Pajak, Keputusan

Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak
kepada Kepala Bapenda.

(6) Dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala

Bapenda wajib menyampaikan laporan secara

periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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(3) Khusus PBJT atas Jasa Parkir tidak memungut
sewa parkir kepada penerima jasa parkir, dasar
pengenaannya dihitung dengan memperhatikan
luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan
yang diparkir setiap bari, jumlah hari operasional
tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu)
bulan dan jenis barga sewa parkir tetap.

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT

dengan tarif PBJT.
(2) Besaran harga satuan listrik untuk penggunaan

tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagai

dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dati Peraturan Bupati

ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan

Pasal8

a. pageIaran kesenian tradisional ditetapkan
sebesar 5% {limapersen); dan

b. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan

mandi uap/spa ditetapkan sebesar 400/0

(empat puluh persen).

ditetapkan

1,5% (satu kama lima persen).

(3) khusus tarifPBJT'atasjasa keseniandan hiburan

pada:

komersil
sebesar

kepentinganuntuksendiri

b. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh

industri, pertambangan minyak bumi dan gas

alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);

c. konsumsi tenaga Iistrik yang dihasilkan

sendiri dan dikonsumsi sendiri ditetapkan
sebesar 0,90/0 (nolkoma sembilan persen); dan

d. konsumsi tenaga Iistrik yang dihasilkan
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membayar, dan melaporkan pajak yang terutang,

Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya
dengan menggunakan SPfPD.

(2) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPDdengan
jelas, benar dan lengkap serta
menandatanganinya.

memperhitungkan,menghitung,(1) Dalam

Pasal9

BABV
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD

(4) Besamya harga sewa parkir tetap sebagaimana

. dimaksud pada ayat (5) diatur sebagai berikut:
a. kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau

alat besar/berat yang sejenis sebesar
Rp7.000,OO(tujuh ribu rupiah);

b. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan,

atau. kendaraan lain yang sejenis sebesar
Rp6.000,OO(enam ribu rupiah);

c. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick

up atau kendaraan lain yang sejenis sebesar
Rp2.000,OO(dua ribu rupiah); dan

(5) kendaraan sepeda motor sebesar Rp1.000,OO

(seribu rupiah).

(6) Khusus PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan .
Pemancingan, dasar pengenaannya dihitung
dengan memerhatikan luas tempat pemancingan,

jumlah rata-rata pemancing, jumlah hari
operasional tempat pemaneingan dalam 1 (satu)

bulan dan harga sewa tempat pemancingan tetap.
(7) Besamya harga sewa tempat pemancingan tetap

sebagairoana dimaksud pada ayat (2) adalah

sebesar Rp3.000,OO(tiga ribu rupiah).
(8) Contoh perhitungan besaran pokok pajak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum
dalam Lampiran II yangmerupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasall0

(1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada

Bapenda paling lama 15 (limabelas) hari kalender

setelah berakhirnya Masa Pajak atau setelah
dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

(2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen
berupa:

a. Rekapitulasi penerirnaan bulan yang

bersangkutan;dan/atau

b. Salinan elektronik bukti transaksi dau/atau
nota pesanan, bon penjualan atau bill, faktur
atau invoice.

(3) Dalam setiap bukti transaksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Pajak
hams mencantumkan tarif pajak:

a. PBJT sebesar 10% (sepuluh persen);

b. khusus PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
1. konsumsi tenaga Iistrik oleh rumah

tangga:
A. daya terpasang sampai dengan 2.200

VA sebesar 50/0 (lima persen];

B. daya terpasang di atas 2.200 VA

sebesar 60/0 (enam persen);
2. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain

oleh industri, pertambangan JDinyak bumi
dan gas alam sebesar 30/0 (tiga persen);

(3) Jika pengisian SPTPD dikuasakan, harus

ditandatangani oleh kuasanya.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diperoleb \Vajib Pajak atau Penanggung Pajak

dengan cara mengambil sendiri ke Bapenda, atau
mengakses secara online situs Bapenda.

(5) Penandatanganan SPTPD dikecualikan bagi
Wajib Pajak yang mengisi secara online/daring.
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3. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan

sendiri dan dikonsumsi sendiri sebesar

0,9010 (nol koma sembilan persen); dan
4. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan

sendiri dan dijual kepada pihak lain
sebesar 1,50/0 (satu koma lima persen)

c. khusus PBJT atas jasa kesenian dan hiburan
pada:

1. pagelaran kesenian tradisional sebesar 50/0
(lima persen); dan

2. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan

mandi uap / spa sebesar 400/0 (empat puluh
persen).

(4) Apabila batas waktu penyampaian SPrPD jatuh

pada hari libur, maka batas waktu penyampaian
SPTPDjatuh pada hari berikutnya.

(5) Apabila SPrPD tidak disampaikan sampai dengan

batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda

memberikan Surat Teguran.

(6) Petugas Bapenda melakukan penelitian terhadap
setiap penerimaan dokumen SPTPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

(7) Berdasarkan hasil penelitian SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (6),maka:

a. SPTPD dinyatakan lengkap dan benar dan

SPTPD diterima kemudian kepada Wajih

Pajak diberikan tanda terima SPTPD;atau
b. SPTPD tidak lengkap dan SPTPD

dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai
dengan lembar penelitian SPTPD.

(8) Dalatn hal terdapat indikasi ketidakwajaran

terhadap penyampaian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Bapenda dapat
melakukan penelitian Iebih lanjut terhadap Wajib

Pajak.
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(11) SPTPDdianggap tidak disampaikan, apabila:
a. SPTPDtidak ditandatangani oleh Wajib Pajak

atau Penanggung Pajak atau Kuasanya dan

tidak sesuai ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9;
b. SPTPDdinyatakan tidak lengkap berdasarkan

basil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam ayat (10) huruf b;

c. Penandatanganan formulir pendaftaran
dikecualikan bagi Wajib Pajak yang

mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya

secara online/daring.

(9) Indikasi ketidakwajaran dapat diperoleh dari:

a. keselarasan bukti transaksi dengan
rekapitulasi penerirnaan bulan yang
bersangkutan; dan Iatau

b. hasil monitoring transaksi berupa
penempatan personil, peralatan manual

dan/atau aplikasi online.

(10) Berdasarkan hasil penelitian SPTPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah

sebagai berikut:

a. Apabila SPfPD dinyatakan lengkap, maka
dilakukan perekamarr/pencatatan dan

kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Bayar;

dan
b. Apabila SPTPD tidak lengkap, maka SPTPD

dikembalikan kepada Wajih Pajak disertai

dengan lembar verifikasi/penelitian SPTPD.
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Pasa111

(1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah
atau Bendahara Penerima atau tempat lain yang

ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang

ditentukan dalam SPI'PD, SKPDKB, SKPDKBT

dan STPD.
(2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain

yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus

disetor ke Kas Daerah paling Iambat 1x 24 jam.
'(3} Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dan ayat (2), dilakukan dengan SPI'PD

atau dokumen lain yang dipersamakan, serta
harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan
menggunakan bukti setoran berupa SSPD.

(4) Pajak terutang dalam SKPDKB,SKPDKBT,dan

SPI'PD,wajib dilunasi dalam jangka waktu paling

lama IS (lima betas] hari kalender sejak tanggal

diterbitkan.
(5) Pajak terutang dalam SPTPD wajib dilunasi

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari kalender sejak berakhirnya masa pajak.

(6) Pajak terutang dalam SPTPD, SKPDKB dan
SKPDKBTyang tidak atau kurang dibayar setelah
jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan

dan ditagih dengan STPD.
(7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari

libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada
hari keIja berikutnya.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

BAB VI

TATACARAPEMBAYARAN
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(1) Dalam keadaan kahar Kepala Bapenda atas
permohonan Wajib Pajak dapat memberikan

persetujuan kepada wajib Pajak untuk

mengangsur atau menunda pembayaran Pajak

terutang.
(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).meliputi;
a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhanmassalatau huru-hara;
d. wabah penyakit; danj'atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan

Bupati.

(3) Tata cam pembayaran angsuran dan penundaan
pembayaran pajak terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), adalah

sebagai berikut:
a. Wajib Pajak yang akan melakukan

pembayaran secara angsuran maupun
menunda pembayaran pajak, mengajukan

Pasal13

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan

Pembayaran

Pasal12

(1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank

atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Pembayaran dengan Cek Bank/Giro BilyetBank,
baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring
dan masuk ke RekeningKas Daerah.

{3} Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah

sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak

dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

(4) Selain melalui kas Daerah atau Bendahara
Penerima atau tempat lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pembayaran
pajak dapat dilakukan secara online/ daring.
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permohonan secara tertulis kepada Kepala

Bapenda dengan disertai alasan yang jelas

dan melampirkan surat keterangandari pihak
yang berwenang, salinan SKPDKB,SKPDKBT,

dan STPD;
b. Permohonan harus sudah diterima Kepala

Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari kalender
sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran

yang telah ditentukan;

c. terhadap permohonan pembayaran secara
angsuran maupun penundaan pembayaran

yang disetujui oleh Kepala Bapenda,
dituangkan dalam Keputusan pembayaran
secara angsuran maupun penundaan

pembayaran;

d. Bupati atas permohonan wajib pajak setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan

berdasarkan usulan Kepala Badan dapat

menetapkan pemberian persetujuan kepada
Wajib . Pajak untuk mengangsur atau

menunda pembayaran pajak di atas
RplOO.OOO.OOO,OO(seratus juta rupiah)

dengan dikenakan bunga sebesar 10/0 (satu

persen) setiap bulan.
e. Kepala Badan atas permohonan wajib pajak

setelah memenuhi persyaratan· yang
ditentukan dapat menetapkan pemberian

persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran

pajak sampai denganRp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dengan dikenakan
bunga sebesar 0,60/0 (nol koma enam persen]

setiap bulan.
f. Perhitungan bunga dikenakan terhadap

jumJab sisaangsuran...
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g. pembayaran angsuran diberikan paling

banyak 5 (lima) kali angsuran dalam 1 (satu)

tahun pajak terhitung sejak tanggal

Keputusan angsuran;

h. penundaan pembayaran diberikan untuk

paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal jatuh tempo pembayaran yang

termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD

kecuali ditetapkan lain oleh KepalaBapenda;

i. perhitungan untuk pembayaran angsuran

adaJah sebagai berikut:
1. perhitungan sanksi bunga dikenakan

hanya terhadap jumlah sisa angsuran;

2. jumlah sisa angsuran adalah basil
pengurangan antara besarnya sisa pajak

yang belum atau akan diangsur, dengan
pokok pajak angsuran;

3. pokok pajak angsuran adalah hasil
pembagian antara jumlah pajak terutang

yang akan diangsur, denganjumlah bulan

angsuran;
4. bunga adalah hasil perkalian antara

jumlah sisa angsuran dengan bunga
sebesar 0,6% (nolkoma enam persen);

5. besarnya jumlah yang hams dibayar tiap
bulan angsuran adalah pokok pajak

angsuran ditambah dengan bunga

sebesar Os6% [nolkoma enam persen],

6. terhadap jumlah angsuran yang harus

dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar
dengan angsuran lagi, tetapi wajib

dilunasi tiap bulan.

j. perhitungan untuk penundaan pembayaran
adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap

seluruh jumlah pajak terutang yang akan
ditunda, yaitu hasil perkalian antara
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(2) Keberatan yang diajukan merupakan materi atau
isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan

jumlah yang seharusnya dibayar menurut
perhitungan WajihPajak.

{3} Satu keberatan hanya dapat diajukan terhadap 1
(satu) jenis pajak dan 1 (satu) tahun pajak.

a. SKPDKB:

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDN; dan

e. STPD.

(1) WajibPajak dapat mengajukan keberatan kepada
Bupati mela1uiKepala Bapenda atas suatu:

Pasal14

Bagian Kesatu
Keberatan

BAB VII

KEBERATAN DAN BANDING

bunga 0,6% (no1 koma enam persen)

dengan jumlah bulan yang ditunda

dikalikan dengan seluruh jumlah utang
pajak yang akan ditunda;

2. besarnya jumlah yang harus dibayar

adalah seluruh jumlah utang pajak yang

ditunda, ditambah dengan jumlah bunga
0,60/0(nol koma enam persen) sebulan;

3. penundaan pembayaran wajib dilunasi

sekaligus paling lambat pada saat jatuh
tempo penundaan yang telah ditentukan

dan tidak dapat diangsur.
k. Wajib Pajak yang telah mengajukan

permohonan pembayaran secara angsuran,
tidak dapat mengajukan permohonan

penundaan pembayaran untuk surat

ketetapan pajak yang sarna.
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(I) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15, tidak akan diterima.

Pasal16

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam

Bahasa Indonesia dengan disertai aIasan-alasan

yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah

pajak. yang terutang atau pajak lebih bayar yang
ditetapkan tidak benar;

b. dalam hal WajibPajak mengajukan keberatan atas

ketetapan pajak secara jabatan, maka WajibPajak
harus dapat membuktikan ketidakbenaran

ketetapan pajak tersebut;

c. surat pennohonan keberatan ditandatangani oleh
WajibPajak dan dalam hal permohonan keberatan
dikuasakan kepada pihak lain harus dengan

melampirkan surat kuasa;
d. surat permohonan keberatan diajukan untuk 1

(satu) surat ketetapan pajak dan untuk 1(satu)
tahun pajak atau masa pajak dengan rnelampirkan

fotokopinya;
e. pennohonan keberatan harus diajukan dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga)bulan sejak surat
ketetapan pajak daerah diterima oleh WajibPajak,

kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal15

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan

untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan

objek pajak yang sarna diselesaikan secara

bersamaan oleh Kepala Bapenda untuk bahan

pertimbangan Bupati.
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(1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima,
Bupati. harus memberikan Keputusan atas

keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang
dituangkan dalam Keputusan keberatan atau

Keputusan penolakan keberatan.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya

pajak yang terutang.
(3)Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) telah lewat dan Kepala Bapenda tidak
memberikan jawaban, maka keberatan yang
diajukan WajibPajak dianggap dikabulkan.

(4)Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak
Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan

mengangsur pembayaran.

Pasal19

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah

membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui

WajihPajak.

Pasal18

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

Pasa117

(2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum

memenubi persyaratan tetapi masih dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15hum! e, KepalaBapenda meminta Wajih
Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut,

(3) Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan

keberatan pajak ditetapkan oleh KepalaBapenda.
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Pasal21

(1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah

atau laporan hasil koordinasi pembahasan
keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20, KepaIa Bapenda menugaskan pejabat

yang ditunjuk untuk membuat telaahan
pertimbangan keberatan pajak.

(2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bapenda melaporkan kepada Bupati

paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat

keberatan diterima sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 huruf e.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dirnaksud

ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan
menerima atau menolak keberatan.

(4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda
menerbitkan petikan keputusan keberatan pajak.

(1) Dalam hal surat pennohonan keberatan

. memerlukan pemeriksaan lapangan, maka

Kepala Bapenda menugaskan pejabat yang

ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan

lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan

pemeriksaan pajak daerah.
(2) Terhadap surat keberatan yang tidak

memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala

Bapenda menugaskan pejabat yang ditunjuk
untuk menyusun masukan dan pertimbangan

atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya
dituangkan dalam laporan hasil koordinasi

pembahasan keberatan pajak.

Pasa120
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Pasal24

(1) Terhadap 1 (satu) Keputusan keberatan, diajukan
1(satu) surat banding.

(2) Terhadap banding dapat diajukan surat

pemyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
(3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa

dengan:
a, penetapan Ketua Pengadilan Pajak daIam hal

surat pernyataan pencabutan diajukan

sebelum sidang dilaksanakan;

Pengajuan Banding tidak menunda kewajiban
membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal23

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding
hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap
Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan
oleh Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa

Indonesia dengan alasan yangjelas, dalamjangka
waktu paling lama 3 (tiga)bulan sejak Keputusan

keberatan diterima dengan dilampirkan salinan

dari Keputusan tersebut.
(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding,

jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana

dimaksud dalam PasaI 11 ayat (4), atas jumlah

pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan

keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu)

bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Bagian Kedua

Banding

PasaI 22
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pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi berdasarkan
permohonan WajibPajak atau Penanggung Pajak,
kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati

ini.

pembatalan,pembetulan,(2) Pelaksanaaan

(1) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi

administrasi.

Pasal27

Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi

kepada Kepala Bapenda.

Pasa126

BABVIU

PEMBETULAN,PEMBATALAN,PENGURANGAN

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU

PENGURANGAN SANKSI ADMlNISTRASI

Pasa125

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat
pengajuan permohonan banding belum merupakan
pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding
diterbitkan.

b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal

melalui pemeriksaan dalam hal surat

pemyataan pencabutan diajukan dalam

sidang atas persetujuan terbanding.

(4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan

atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tidak dapat diajukan kembali.
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(1) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan
terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau
STPD yang daJam penerbitannya terdapat

kesalahan tutis dan/atau kesalahan hitung

dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam Peraturan Daerah tentang Pajak

Daerah.
(2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDLB atau STPD atas permohonan Wajib

Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)J dilakukan sebagai

berikut:
a. pennohonan diajukan kepada Kepala

Bapenda dalamjangka waktu 4 (empat) bulan
setelah SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterima, kecuali apabila Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dapat menunjukan bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi

karena keadaan diluar kekuasaannya;

Pasal28

Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan

(3) Kepala Bapenda menugaskan pejabat yang

ditunjuk untuk melakukan penelitian

administrasi atas pennohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan

pertimbangan Kepala Bapenda.

(4) Atas dasar hasil penelitian berkas pennohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KepaIa

Bapenda menerbitkan Keputusan menerima atau
menolak.Pelaksanaan penerbitan Keputusan

menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), wajib dilaporkan oleh KepaIa Bapenda

kepada Bupati, 1 (satu) bulan sejak tanggal

penerbitan.
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b. terhadap pembetulan SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDLB atau STPD, Kepala Bapenda

menunjuk pejabat yang ditunjuk untuk

menerbitkan salinan Keputusan Pembetulan

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD;

c. terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan

SKPDKB.. SKPDKBT~ SKPDLB atau STPD

sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberi
tanda dengan teraan cap pembetulan dan

dibubuhi paraf pejabat yang ditunjuk;
d. Keputusan pembetulan SKPDKB,SKPDKBT,

SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud

pada huruf c, harus disampaikan kepada
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling

lambat 14 (empat betas) hari kalender sejak
diterbitkan Keputusan Pembetulan SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB atau STPD tersebut;

e. besaran pajak sebagaimana tercantum dalam
Keputusan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDLB atau STPD harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima betas)
hari kalender sejak Keputusan tersebut

diterbitkan;
f. dengan diterbitkannya Keputusan

Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB

atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDLB atau STPD semula dibatalkan dan

disimpan sebagai arsip dalam administrasi
perpajakan;

g. Surat Ketetapan SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB atau STPD semula, sebelum
disimpan sebagai arsip sebagaimana

dimaksud pada huruf f, harus diberi tanda
silang dan paraf serta dicantumkan kata

"Dibatalkan" dan.7
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Bagian Kedua
Pembatalan Ketetapan

Pasal29

(1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat

rnengajukan pennohonan pembatalan ketetapan

pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
(2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap

SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB atau STPD.
(3) Pembatalan. ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh

Kepala Bapenda tanpa berdasarkan permohonan

dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
(4) PembataIan ketetapan paiak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan
pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.

(5) Dalam.halditerbftkannya.Keputusan Pembatalan
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2),maka Pejabat yang ditunjuk melakukan

hal-hal sebagai berikut:
a. Pembatalan terhadap SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDLBatau STPD yang lama dengan cara
menerbitkan Surat Ketetapan SKPDKB,
SKPDKBT",SKPDLBatau STPDyang bam;

b. Pemberian tanda silang pada SKPDKB,

SKPDKBT,SKPDLBatau STPDyang lama dan

selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa
Surat Ketetapan "dibatalkan", serta dibubuhi

paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.

h. dalam hal permohonan Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak ditolak, maka Kepala
Bapenda segera menerbitkan Keputusan

Penotakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDLBatau STPD paling lambat 3 (tiga)
bulan sejak diajukannya pennohonan.
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Pasa130

(1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat
mengajukan permohonan pengurangan atau

keringanan pajak kepada KepaJaBapenda.

(2) Pennohonan pengurangan atau keringanan pajak

barus diajukan secara tertulis dengan
menggunakan bahasa Indonesia, paling kurang

m.emuat: nama dan alamat Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak, jenis pajak dan besar

pengurangan pajak yang dimohon dan alasan

yang mendasruri di~ukannya permohonan
pengurangan pajak, serta melampirkan:

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau
identitas pemohon;

b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

atau Penanggung Pajak; dan

c. SSPD/SKPDKB/SKPDKBT /STPD.

(3) Pemberian pengurangan dan keringanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan

berdasarkan pertimbangan keadaan kahar paling
tinggi 50 % (lima puluh persen).

(4) Dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
dari permohonan Wajib Pajak atau Penanggung

Pajak, Kepala Bapenda menyampaikan
Keputusan menolak atau menerima permohonan
pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib
Pajak.

Bagian Ketiga

Pengurangan Ketetapan Pajak

(6) Atas diterbitkannya Surat Keputusan penolakan

atas permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), maka atas SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB
atau STPD yang telah diterbitkan oleh Pejabat

yang ditunjuk, dikukuhkan dengan Keputusan

Penolakan pembatalan ketetapan.
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kekuasaannya;
diluarkeadaankarenadipenuhi

(1) Kepala Bapenda atas pennohonan Wajib Pajak

atau Penanggung Pajak dapat mengurangkan
atau menghapuskan sanksi administrasi berupa

bunga, denda danj'atau kenaikan pajak yang

terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak atau bukan karena
kesalahan nya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi berupa bunga, dan denda yang
teru.tang sebagaimana dimaksud pada ayat .(1),

dapat dilakukan terhadap:
a. sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau

denda disebabkan keterlambatan
pembayaran SKPDKB,SKPDKBTatau STPD;

b. sanksi administrasi berupa bunga, denda

dan/ atau kenaikan pajak daIam Surat
Ketetapan Pajak atau STPD.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga dan/ atau denda

disebabkan keterlambatan pembayaran pada
masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala Bapenda dalarn waktu paling

lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh

tempo, kecuali apabila Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat

Bagian Keempat

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal31
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b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a harus dicantumkan alasan

yang jelas dengan pemyataan kekhilafan

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau

bukan karena kesalahannya, dan

melampirkan SSPD yang telah diisi dan

ditandatangani Wajib Pajak atau Penanggung

Pajak;
c. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala

Bapenda mengurangkan atau menghapuskan
sanksi administrasi bunga atau denda akibat

keterlambatan pembayaran pada masa pajak,

dengan cam menuliskan catatan/keterangan
pada sarana pembayaran Surat Setoran Pajak
Daerah bahwa sanksi tersebut dikurangkan

atau dihapuskan;
d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

melakukart pembayaran pajak dalam waktu 1

x 24 (sam kali dua puluh empat) jam sejak
disetujuinya permohonan pengurangan

seperti dimaksud, pada huruf c;

e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala
Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk

untuk:

1. menutiskan catatan/keterangan pada

sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi

tersebut dikenakan sebesar 1% (satu
persen) per-bulan untuk kemudian
dibubuhi tanda tangan dan nama jelas;

dan

2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi
bunga tersebut.

(4) Pengurangan atau pengbapusan sanksi
administrasi berupa bunga, denda dan/ atau

kenaikan pajak daJam sura! ketetapan pajak.atau
STPDsebagairnana dimaksud pada ayat (2)huruf
b, dilakukan sebagai berikut:
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kekuasaannya;
b. permohonan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, harus mencantumkan alasan yang

jelas serta melampirkan:

1. surat pemyataan kekhilafan W~ib Pajak
atau Penanggung Pajak atau bukan

karena kesalahannya;

2. surat ketetapan pajak yang menetapkan
adanya kenaikan pajak terutang.

(5) Berdasarkan surat pennohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b, KepalaBapenda

melalui Pejabatyang ditunjuk segera melakukan
penelitian administrasi tentang kebenaran dan

alasan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
maupun Lampirannya sebagaimana dimaksud
padaayat(4l hurufb.

(6) Atas dasar hasil penelitian administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala
Bapenda melalui pejabatyang ditunjuk membuat

telaahan atas pengurangan atau penghapusan

sanksi administrasi untuk mendapat persetujuan.
(7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6)disetujui, maka diberikan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi berupa
bunga atau denda danjatau kenaikan pajak
terutang yang. tercantum dalam Surat Ketetapan

Pajak atau STPDyang telah diterbitkan, dengan
cara menerbitkan Keputusan Pengurangan dan

diluarkeadaankarenadipenuhi

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

meogajukan pennohonan secara tertulis

kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu

4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak

diterirna oleh Wajib Pajak atau Penanggung

Pajak kecuali apabila Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
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BABIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal32

(1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat

mengajukan pennohonan pengembalian atas
kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada

Kepala Bapenda.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan

adanya kelebihan pembayaran yang telah

disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
a. perhitungan dari Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak;

b. Keputusan keberatan atau Keputusan

pembetulan, pembatalan dan pengurangan
ketetapan, dan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi;

c. putusan banding atau putusan peninjauan

kembali;
d. kebijakan pemberian pengurangan,

keringanan, dan/ atau pembebasan pajak

pengurangan dan penghapusan sanksi

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(7).

Keputusanmenerimasetelahkalender

Penghapusan Sanksi .Administrasi sebagai

pengganti surat Ketetapan Pajak atau STPD

semula, serta ditandatangani oleh Kepala

Bapenda.

(8) Dalamhal telaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) tidak disetujui, maka segera menerbitkan

Keputusan Penolakan Pengurangan dan
penghapusan sanksi administrasi yang

ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

(9) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan
pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari
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pembayaran pajak disampaikan secara langsung.

(6) Bukti penerimaan oleh Kepala Bapenda
merupakan bukti saat pennohonan diterima.

(7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bapenda menunjuk pejabat yang

ditunjuk untuk segera mengadakan penelitian
atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebiban
pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban

pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak.

(8) Hasil penelitian administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), sebagai bahan
pertimbangan KepaJa Bapenda untuk

menerbitkan Keputusan menerima atau menolak

permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1),

untuk seJanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
(9) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling

lambat 12 {dua betas} bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak. sebagaimana dimaksud pacta
ayat (1),harus memberikan keputusan.

kelebihan

berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan

secara tertulis paling lambat 6 (enam)bulan sejak
saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

(4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak. atau
Penanggung Pajak harus dilampirkan dokumen:

a. Nama dan alamat Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak;
b. NPWPD;

c. Masa Pajak;

d. besamya kelebihan pembayaran pajak; dan
e. a]asan yang jelas.

(5) Permohonan pengembalian
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bersangkutan.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada

tahun sebelumnya dibebankan pada belanja
tidak terduga,

(4) Apabila kelebihan pembayaran pajak
diperhitungkan dengan utang pajak lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (to),

pembayarannya dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan
juga berlaku sebagai bukti.

(5) Kepala Bapenda mengajukan surat permohonan
rnembayar kelebihan pembayaran pajak kepada
PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil
pemeriksaan.

yangpendapatanpadamembebankan

(1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian

kelebihan pembayaran pajak dialokasikan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang

terjadi dalam tahun beIjalan dilakukan dengan

Pasa133

(10) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), langsung diperhitungkan untuk

melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua)

bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(12) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran

pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)

bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala

Bapenda memberikan irnbalan bunga sebesar 0,60/0

[nol koma enam persen) setiap bulan atas

keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.
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Pasal34

(1) Hak untuk penagihan pajak menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali

apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana
di bidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran danj'atau Surat

Paksa;atau
b. ada surat pengakuan utang pajak dari Wajib

Pajak.
(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran

dan/ atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan

piutang dihitung sejak penyampaian Surat
Teguran dan/ atau Surat Paksa,

(4) Pengakuan utang baik secara langsung atau
tidak langsung oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib

Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), dapat diketahui dari pennohonan
pengajuan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Pajak.

Bagian Kesatu
Kedaluwarsa

BABX

KEDALUWARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG

PAJAK

(6) Kepala PPKD menerbitkan SP2D kelebihan

pembayaran pajak.
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penelusuran secara optimal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan; atau

e. hak Daerah untuk melakukan penagihan
pajak tidak dapat dilaksanakan karena

kondisi tertentu sehubungan dengan adanya

perubahan kebijakan dan/ atau berdasarkan
pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), untuk

Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang
tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal yaitu:
a. wajib pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan

penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
b. hak untuk melakukan penagihan pajak

sudah kedaluwarsa;

penagihan pajak

telah dilakukan

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasa135

(1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan

Penghapusan Pajak Daerah atas usul Kepala
Bapenda.

(2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak

yang tidak dapat ditagih lagidikarenakan hal-hal
yaitu:

a. Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak
meninggal dunia dan tidak mempunyai harta

warisan atau kekayaan;
b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak

tidak dapat ditemukan;

c. hak untuk melakukan penagihan pajak

sudah kedaluwarsa;

d. dokumen sebagai dasar

tidak ditemukan dan
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Pasal37

(1) Berdasarkan laporan hasil penelitian
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2),
Kepala Bapenda menyusun daftar usulan
penghapusan piutang pajak.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Bupati dengan
menyampaikan daftar usulan penghapusan

Pasal36

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau
piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2),
dan ayat (3),wajib dilakukan penelitiansetempat
atau penelitianadministrasiolehKepalaBapenda,
dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil

penelitian.
(2) Laporan hasil penelitian sebagaimanadimaksud

pada ayat (1) harus menguraikankeadaan Wajib
Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan
sebagai dasar untuk menentukan besamya
piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan
diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala
Bapenda

c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak

tidak ditemukan dan telah dilakukan
penelusuran secara optimal sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan di bidang
perpajakan;atau

d. hak Daerah untuk melakukan penagihan
pajak tidak dapat dilaksanakan karena
kondisi tertentu sehubungan dengan adanya
perubahan kebijakan dan/ atau berdasarkan
pertimbanganyang ditetapkanolehBupati.
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Mekanisme penghapusan piutang pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasal39

Pasal38

(1) Berdasarkan usu1an penghapusan piutang pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati
menerbitkan keputusan mengenai penghapusan

piutang pajak.

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai
penghapusan piutang pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda

melakukan:

a. penetapan mengenai rincian atas besarnya
penghapusan piutang pajak; dan

b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang
pajak tersebut sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

piutang pajak yang telah dilakukan penelitian

kepada Bupati.
(3) Daftar usul penghapusan piutang pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat:
a. NPWPD;

b. nama dan alamat WajibPajak;
c. alamat objek pajak;

d. jumlah piutang;
e. tahun pajak; dan
f. alasan penghapusan piutang.
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(1) Pembukuan paling sedikit memuat data dan

informasi keuangan yang meliputi:
a. harta;
h. kewajiban;
c. modal;

d. penghasilan dan biaya; dan
e. harga.

(2) Informasi keuangan sebagairoana dimaksud ayat

(1), ditutup dengan menyusun Iaporan keuangan

berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode tahun pajak tersebut.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), disusun dengan menggunakan standar

akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal41

Pasal40

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan

ornzet paling sedikit Rp4.800.000.000,OO (empat

miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib

menyelenggarakan pembukuan. .

(2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan
omzet kurang dari Rp4.800.000.000,OO (empat

miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib

membuat pencatatan.
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) meliputi:
a. Wajib Pajak perusahaan jasa;
b. Wajib Pajak perusahaan dagang; dan

c. Wajib Pajak perusahaan industri.

BABXI

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembukuan
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(1) Setiap petugas yang ditunjuk wajib melakukan
pengawasan terhadap:

a. Pengoperasian usaha barang dan jasa
tertentu;

b. Izin usaha barang dan jasa tertentu; dan
c. Pemungutan dan pembayaran pajak.

(2) Pengawasan penyelenggaraan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk menilai sebagai berikut:
a. pemilikan dan masa berlaku izin;
b. aspek opemsional dari fasilitas barang dan

jasa tertentu;

c. aspek pembukuan, bill, tanda masuk dan
tarif barang dan jasa tertentu; dan

d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran
dan pelaporan pajak.

Pasal44

Pengawasan administratif dilakukan terhadap:
a. status penyelenggaraan usaha barang dan

jasa tertentu;

b. penetapan, pembayaran, dan penagihan

Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

Pasal43

BagianKedua
Pengawasan

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 40

ayat (2), terdiri atas data yang dilrumpulkan secara

teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto

dan/ atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk
menghitung jumlah pajak yang terutang tennasuk

penghasilan yang bukan objek pajak danj'atau yang

dikenai pajak yang bersifat final.

Pasal42
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(1) Kepala Bapenda menetapkan dan menempatkan

personil danIatau peralatan manual maupun
program aplikasi online pada obyek pajak barang
dan jasa tertentu kecuali barang dan jasa

tertentu atas tenaga listrik.

(2) Penempatan personil danlatau peralatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pengawasan dalam rangka penataan dan
pendataan potensi WajibPajak secara nyata.

(3) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib
Pajak dalam tenggang waktu yang cukup dan

seluruh biaya yang ditimbulkan akibat
ditempatkannya peralatan tersebut menjadi
kewajiban Pemerintah Daerah.

(4) Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat
kontrol setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak

yang wajib dipergunakan oleh Wajib Pajak

sebagaimana mestinya.

(5) Dalam hal teljadi kerusakan dan/atau hilangnya
peralatan menjadi tanggungjawab Wajib Pajak.

Pasal45

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan

data baru (novum], maka data tersebut dipakai
sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

pengusutanmelakukandalam(4) Apabila

(3) Apabila daIam pengawasan yang dilakukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditemukan pelanggaran, petugas wajib
melakukan pengusutan atas pelanggaran

tersebut.
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ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih dapat
ditagih dalam jangka waktu 5 (lima)tahun sejak

saat terutang.
(2) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan,

berkas yang sedang diproses, meliputi:
a. proses penyitaan;

b. proses pelelangan;

c. proses permohonan pembetulan dan
pembatalan pajak;

d. proses permohonan pengurangan dan
keringanan;

e. proses keberatan danj'atau banding; dan

f. proses permohonan pengbapusan.

masih dapat dilanjutkan, sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

sebelumterutangmasihyang(1) Pajak

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal47

Bentuk, jenis dan fonnulir yang berkaitan dengan
Pajak Barang dan Jasa Tertentu tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peramran Bupati mi.

BAB XII

SENTUK, JENIS, DAN CARA PENGISIAN FORMULIR

Pasal46
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KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 50

Diundangkan di Purwakarta
'UCIfL"1~,.g 51A1~ lOut

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati tnt dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Pasa148

BABXIV

KETENTUANPENUTUP
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IRWAN

~ ~Pi.BUPATI PURWAKARTA, J

SATUAN

PENGGUNAAN HARGA
NO BATASDAYA

KEPENTINGAN LISTRIK

(Rp/kWh)

1 Sosial Di atas 200 kVA 667

2 Bisnis Non Industri Di atas 200 kVA 925

3 Industri Di atas 200 kVA 728

4 Industri 30.000 kVA ke atas 654

BESARAN HARGA SATUAN LISTRlK UNTUK PENGGUNAAN TENAGA

LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRl SEBAGAI DASAR PENGENAAN

PBJT ATAS TENAGA LISTRIK

LAMPlRAN I
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR ....t:?O .... TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU
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a. PBJT Makanan dan Minuman Kecamatan Purwakarta

=10%X69.000.000 = Rp6.900.000.

b. PBJTMakanan dan Minuman Kecamatan Campaka

= 00/0x 6.900.000 = RpO.
Total Pajak yang harus dibayarkan oleh Ipen adalah sebesar

Rp6.900.000 karena omzet rumah makan Ipen di Kecamatan

Campaka tidak mencapai Rp7.500.000.

Ipen memiliki rumah makan di daerah kecamatan Purwakarta

dengan omzet di bulan Januari 2024 sebesar Rp69.000.000,00. Ipen

juga memiliki rumah makan di daerah kecamatan Campaka dengan
omzet di bulan Januari 2024 sebesar Rp6.900.000,OO.Kedua Rumah

Makan tersebut sudah menjadi Wajib Pajak Daerah di Kabupaten

Purwakarta.

Tarif Pajak PBJT Makanan dan Minuman yang berlaku di
Kabupaten Purwakarta adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dan

batas minimal omzet yang berlaku di Kabupaten Purwakarta adalah

sebesar Rp7.500.000,00. Maka dalam SPTPD PBJT Makanan dan
Minuman masa Pajak Januari yang perIu dilaporkan sebelum tanggal

15 Februari 2024 oleh Ipen di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai

berikut:

1. PBJTMakanan dan/ atau Minuman

CONTOHPERHITUNGANBESARANPOKOKPAJAKBARANGDANJASA

TERTENTU

LAMPlRANII
PERATURANBUPATIPURWAKARTA
NOMOR ..ID TAHUN2024
TENTANG
TATACARA PEMUNGUTANPAJAK
BARANGDANJASATERTENTU
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PT. BBB adalah perusahaan Non BUMN yang bergerak di
industri garmen. PT. BBB menggunakan tenaga listrik dihasilkan
untuk keperluan komersil. Tenaga listrik dihasilkan melalui genset
dengan kapasitas genset 500 kVA,jumlah pemakaian dalam 1(satu)
bulan adalah 180 Jam. Tarif Pajak PBJT Tenaga Listrik untuk

kepentingan komersil yang berlaku di Kabupaten Purwakarta adalah
sebesar 1,50/0(satu koma lima persen) .

Maka dalam SPTPDpBJT Tenaga Listrik yang dilaporkan oleh Bank

Cinta di Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:
PBJTTenaga Listrik = 500 x 60 x 728 x 0,9% = Rp196.560

Bank Cinta telah menjadi wajib pajak di Kabupaten Purwakarta.
Bank Cinta menggunakan tenaga listrik cadangan yang dikonsumsi

sendiri dihasilkan genset dengan kapasitas genset 500 kVA, jumlah
pemakaian dalam l(satu) bulan adalah 60 Jam. Tarif Pajak PBJT
Tenaga Listrik untuk konsumsi pribadi yang berlaku di Kabupaten

Purwakarta adalah sebesar 0,90/0(n01koma sembilan persen).

Maka PBJTTenaga Listrik yang dipungut dari PT.AAA sebagai

berikut:
PBJT Tenaga Listrik = Rp38.500.000 x 3% = Rp1.155.000

PT. AAA adalah perusahaan yang bergerak di bidang

pertambangan minyak bumi dan gas alamoPT.AAA membayar tagihan

listrik diluar pajak pada bulan Maret 2024 sebesar Rp38.500.000,00.
Tarif pajak PBJTyang dikenakan kepada pertambangan minyak bumi

dan gas alam sebesar 3% (tiga persen).

Maka PBJTTenaga Listrik yang dipungut dari Mira sebagai berikut:

PBJT Tenaga Listrik = 4%)x Rp400.000 = Rp16.000

2. PBJT Tenaga Listrik

Mira adalah warga yang bertempat tinggal di Kabupaten

Purwakarta. Mira membayar Tagihan listrik diluar pajak pada bulan

Maret 2024 sebesar Rp400.000,00, Daya yang terpasang di Rumah

Mira adalah 2.200 VA.Tarifpajak PBJT konsumsi rumah tangga atau
yang dipersamakan sampai dengan 2.200 VA sebesar 40/0(empat
persen).
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Maka PBJT Tenaga Listrik yang dipungut dari PT. BBB sebagai

berikut:
PBJTTenaga Listrik = 500 x 180 x 728 x 1,5%= Rp982.800
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Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan (Rp)x Tarif (10%)
: (850.000 x 4) x 10%

: 3.400.000 x 10%
: Rp340.000

Contoh Perhitungan Besaran PBJT Jasa Perhotelan objek pajak tempat

tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hoteL

Ibu Cici adalah Wajib Pajak yang menyediakan jasa akomodasi
rumah kost atau tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel

dengan nilai sewa kamar sebesar Rp850.000,OOper bulan, selama
bulan Januari rumah kost Ibu Cici terisi empat kamar, Maka Ibu Cici

melakukan perhitungan besaran PBJT untuk masa pajak Januari
sebagai berikut

Cara hitung :

Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan (Rp)x Tarif (10%)
: «1.200.000 x 62) + (8.000.000 x 2)) x 10%

: (74.400.000 + 16.000.000) x 10%

: 90.400.000 x 10 %

: Rp9.040.000

Contoh Perhitungan Besaran PBJT Jasa Perhotelan objek pajak hotel.

Hotel Miki adalah Wajib Pajak yang menyediakan jasa

akomodasi kamar hotel dan penyewaan ruang rapat/pertemuan, nilai

sewa kamar Hotel Mild adalah sebesar Rp1.200.000,OOper hari dan
nilai sewa ruang rapatj'pertemuan adalah sebesar Rp8.000.000,00,

selama bulan Januari seluruh kamar Hotel Miki disewa sebanyak 42

kali dan ruang rapat.pertemuan disewa sebanyak dua kali. MakaHotel
Mikimelakukan perhitungan besaran PBJT untuk masa pajakjanuari
sebagai berikut:

Cara hitung ;

3. PBJT Perhotelan
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SPTPD PBJT Perhotelan perlu clilaporkan sebelum tanggal 15 di bulan

berikutnya.

Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan (Rp)x Tarif (10%)

: (1.000.000) x 6 x 10%
: 6.000.000 x 10%

: Rp600.000

Contoh Perhitungan Besaran PBJT Jasa Perhotelan objek pajak vila.

Vila Dana adalah Wajib Pajak yang yang menyediakan jasa

akomodasi vila dengan nilai sewa vila sebesar Rp1.000.000,00 per hari,

selama bulan januari Vila Dana terisi sebanyak enam kali, Maka Vila

Dana melakukan perhitungan besaran PBJT untuk masa pajak
Januari sebagai berikut

Cara hitung :
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Dasar Pengenaan Pajak = Omzet usaha selama satu bulan

kalender
Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Karaoke = 400/0

PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan = Rp6.000.000 x 40% =
Rp2.400.000

xTarif

a. Tempat Karaoke

PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan = Dasar Pengenaan Pajak

4. PBJT Kesenian dan Hiburan

Damski adalah seorang pengusaha yang berdomisili di
Kabupaten Punvakarta. Adapun usaha yang dimiliki Damski adalah

tempat karaoke keluarga, tempat rekreasi kolam renang, fitness center,
dan kolam pemancingan yang disewakan. Masing-masing dari usaha

Damski tersebut sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Daerah.

Keempat usaha tersebut termasuk ke dalam objek PBJT atas Jasa
Kesenian dan Hiburan.

Tempat karaoke milik Damski memiliki 10 ruangan dengan

tarif Rp30.000,OO/jam dan buka pada hari sabtu dan minggu.
Sementara itu, tarif masuk ke kolam renang sebesar
Rp20.000,00/tiket dan buka pada hari jumat, sabtu, dan minggu.

Kemudian untuk fitness center dikenakan tarif

Rp2S.000,OO/konsumen dan buka setiap hari. Untuk kolam

pemancingan milik Damski memiliki luas 100m2.

Selama bulan Januari 2024, Damski memperoleh omzet

untuk usaha tempat karaoke sebesar Rp6.000.000,OO, kolam renang
sebesar Rp12.000.000,00, dan fitness center sebesar Rp5.000.000,00.

Sedangkan untuk kolam pemancingan clikunjungi sebanyak 400

pemancing.

Damski sebagai pemilik keempat usaha tersebut

berkewajiban untuk melaporkan omzet masing-masing usaha kepada
Bapenda dengan menyampaikan SPTPDPBJT atas Jasa Kesenian dan

Hiburan masa Pajak Januari sebelum tanggal 15 Februari 2024.
Adapun perhitungan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah

sebagai berikut:
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d. Kolam. Pemancingan

Tarlf PBJT atas Jasa Kesenian danHiburan Kolam Pemancingan
== 10%

Jumlah pemancing dalam 1 bulan sebanyak 400 pemancing

Harga Sewa Temp Kolam Pemancingan sebesar Rp3.000/per
orang

Dasar Pengenaan PBJT = 400 pemancing x Rp3.000 =

Rp1.200.000

PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan= Rpl.200.000 x 100/0=
Rp120.000

c. Fitness Center

Tarlf PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Fitness Center= 10%

PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan = RpS.OOO.OOOx 10% =
Rp500.000

b. Tempat Rekreasi KolamRenang

Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Rekreasi Kolam

Renang = 100/0
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan == Rp12.000.000 x 10% =
Rp1.200.000
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, '\I BEN IRWAN

Q tPj. BUPATI PURWAKARTA, J

PBJTatas Jasa Parkir =Dasar Pengenaan Pajak x Tarif

Dasar Pengenaan Pajak = Omzet selama satu bulan kalender

TarifPBJT atas Jasa Parkir = 100/0
PBJTatas Jasa Parkir = Rp5.500.000 x 100/0= Rp550.000

5. PBJT Parkir

Kai merniliki lahan yang digunakan sebagai tempat parkir. Tarif

sewa tempat parkir di Kabupaten Purwakarta untuk kendaraan roda

dua sebesar Rp2.000,OOsedangkan untuk roda empat atau lebih

sebesar Rp3.000,00. Kai sebagai pemilik lahan telah ditetapkan

menjadi WajibPajak Daerah di Kabupaten Purwakarta.

Selama bulan Januari 2024, Kai mendapatkan omzet sebesar

Rp5.500.000,00.
Kai berkewajiban untuk melaporkan omzet tersebut kepada

Bapenda dengan menyampaikan SPTPDPBJT atas Jasa Parkir masa
Pajak Januari sebelum tanggal 15 Februari 2024. Adapun

perhitungan PBJTatas Jasa Parkir sebagai berikut:
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No Judul Format
1. SPTPD PBJT Perhotelan
2. SPfPD PBJT Makanan dan Minuman
3. SPTPD PBJT Kesenian dan Hiburan
4. SPTPD PBJT Tenaga Listrik

S. SPTPD PBJT Parkir

6. SKPD
7. SKPDPKB

8. SKPDKBT
9. SKPDLB

10. SKPDN

11. STPD

DAFfAR FORMAT SURAT

LAMPlRAN III
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR ...?.9..... TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU
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EJ
Dengan menyadari sepenuhnya akan seagala akibat termasuk sanksl-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang­

undangan yang bedaku, saya atau yang saya ben kuasa menyatalcan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut

di atasbeserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap. dan je4as.

PERNYATAAN

a. Masa Pajak
b. Dasar Pengenaan (Omzet Pajak)
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)
d. PajakTerulang (b x c)

Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk Masa. Pajak sekarang (Lampirkan Fotokopl Dokurnen]:

a. Masa Pajak
b. Dasar Pengenaan (Omzet Pajak)
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)
d. PajalcTerutang (b x c)

Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untulc Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak
Tertentu:

OMZETYANGHARUSOIiSIOL£HWAlIB PAJAK

Jenls PaJak 8arang dan Jasa Tertentu yang dlselenggaralcan: Perhotelan (Hotel Melat! Satu/Hotel Melati Oua/Hotel
Melati Tiga/Hotel Blntang Empat/Losrnen.Rumah Penginapan. Kost/Cottage)

PERHATJAN:
1. Harap dlis; dalam rcmgbp dua {2) ditulis dengan hUM <:£TAt(
2. Setelah diisi dan ditandatangant, harap diserahkan kembali kepada Bapenda paling lambat tanggal 20 bulan

berikutnya (SelfAssesment)
3. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut di atas akan dilakukan penetapan secaraJabatan untuk Wajib Pajak

yang berdasarkan Offidal Assesment dan Oenda untuk Wajlb Pajak yang berdasarkan Self Assesment.

Kepada Yth.
Kepala Bapenda Kab. Purwakarta
di Purwakarta

NPWPD
Nama
Alamat

SPTPO
(SURATPEMBERITAHUANPAIAKOAERAH)

PAJAKSARANG DAN JASATERT£NT\J

No.SPTPO :
Masa Pajalc :
Tahun Pajak:
No. Tagih/Bayar:

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
JI.SURAWINATA NO.30A - NAGRI TENGAH

SPTPDPBJT Perhotelan
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Dengan menyadari sepenuhnya akan seagala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang­

undangan yang beriaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang teiah kami beritahukan tersebut

di atas beserta lampiran-lampirannva adalah benar, Jengkap, dan jeIas.

PERNYATAAN

a. Masa Pajak
b. Dasar Pengenaan (Omzet Pajak)
c. Tarif Pajak (sesual Perda)
d. Pajak Terutang (b x c)

JumlahOmz.et dan Pajak TerutangtlntukMasa Pajak ~arang (lampitbn fotokopi Ookumen):

a. Masa Pajak
b. Dasar Pengenaan (Omzet Pajak)
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)
d. Pajak Terutang (b x c)

Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untulc Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak
Tertenb.t:

OMZfTVANG HARUSOIlSIOlEH WAJIBPAJAK

Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang diselenggarakan; Makanan dan/atau Minuman (Restoran/Rumah
Makan!Kantin!Katering)

PERHATIAN:
1. Harap diisi daiam rangkap dua (2.ditulis den,g<lnhuruf CETAI(
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Bapenda paling lambat tanggal 20 bulan

berikutnya (Self Assesment)
3. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut di atas akan dilakukan penetapan secara Jabatan untuk Wajib Pajak

yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk Wajib Pajak yang berdasarkan Self Assesment

Kepada Yth.
Kepala Bapenda Kab. Purwakarta
di Purwakarta

NPWPO
Nama
Alamat

SPTPO
(SURATPEMBERITAHUANPAJAKOAfRAH)

PAJAKBARANGDAN JASA TERTEHTU

No.SPTPO ;
MasaPajak:
Tahun Pajak:
No. Tagih/Bayar:

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
8ADAN PENDAPATANDAERAH(BAPENDA)
JI.SURAWINATA NO.30A- NAGRI TENGAH

SPTPD PBJT Makanan dan Minuman
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Dengan menyadan sepenuhnya akan seagala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang­

undangan yang berlaku, saya atau yang saya ben kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut

di atas beserta lampiran-lampirannya adaJah benar,lengbp, dan jelas.

PERNYATAAN

a. Masa Pajak
b. Dasar Pengenaan (Omzet Pajak)
c. Tarjf Pajak (sesual Perda)
d. Pajak Terutang (b x c)

JumtahOmzet dan PajakTerutang untuk Masa Pajak sekarang (lampimn fotokopi Ookumen):

a. Masa Pajak
b. Dasar Pengenaan (Omzet Pajak)
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)
d. Pajak Terutang (b x c)

Jumlah Ornzet dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak
Tertentu:

OMZET YANGHARUSDIlS!OLfH WAlIB PAJAK

Jeni~Pajatt Bar.mg dan J~ T~w yang d~l'ak;m: I(esemandan Hiburan (Tonwnan/f»emIainan
Bilyard/Ketangkasan/Karaoke/Panti Pijat!Pusat Kebugaran/Mandi Uap/lnsidentil)

PERHATIAN:
1. Harap disi dalam rangkap dua (2' ditulis dengan hUM CETAI(
2. Setelah diisi dan dltandatangani, harap diserahkan kembaU kepada Bapenda paling lambat tanggal 20 bulan

berikutnya (Self Assesment)
3. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut di aUS akan dilakukan pe.netapan secara Jabatan untuk Wajib Pajak

yang berdasarkan OfficialAssesment dan Denda untuk Wajib Pajak yang berdasarkan Self Assesment

Kepada Yth.
Kepala Bapenda Kab. Purwakarta
di Purwakarta

NPWPD
Nama
Alamat

SPTPD
(SURATPEMBERITAHUANPAJAKDAERAH)

PAJAKBARANG DAN JASA TERTENlU

No.SPTPD :
MasCI Pajak :
Tahun Pajak:
No. Tagih/Sayar:

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
8AOAN PENOAPATAN OAERAH (BAPENOA)
JI.SURAWINATA NO.30A - NAGRI TENGAH

SPTPDPBJT Kesenian dan Hiburan
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Dengan menyadan sepenuhnya akan seagala allibat terrnasuk sanbi-sanlGi sesuai dengan ketentuan perundang­

undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut

di alas beserta lampiran-Iampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

PERNYATAAN

a. Masa Pajak
b. Kapasitas dava terpasang atau penggunaan
c. Volume Pemakaian atau Perkiraan jam per bulan
d. Dasar Pengenaan (b x c)
e. Tarif Pajak (sesuai Perda)
f. Pajak Terutang (d x e)

Jumlah Omzet dan PajaJcTerutang untuk Masa Pajak sebelumnya (alrumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak
Tertentu:

a. Masa Pajak
b. Kapasitas daya terpasang atau penggunaan
c. Volume Pemakaian atau Perkiraan jam per bulan
d. Oasar Pengenaan (b x c)
e. Tam Pajak (sesuai Perda)
f. Pajak Terutang (d x e)

Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan Fotokopi Ookumen);

OMlET YANGHARUS01151OLfH WAJIBPAJAK

Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang diselenggarakan: Tenaga iUstrik (Rumah Tangga/Sumber lain oleh Industri,
Pertambangan Migas/Dihasilkan Sendiri untuk Konsumsi Pribadi/Dihasilkan Sendiri untuk Komersil)

PfRHATIAN:
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2} ditulis dengan huruf CETAK
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Bapenda paling lambat tanggal 20 bulan

berikutnya (Self Assesment)
3. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut di atas akan dilakukan penetapan secara Jabatan untuk Wajib Pajak

yang berdasarkan OjfidoJ Assesment dan Oenda untuk Wajib Pajak yang berdasarkan Self Assesment.

Kepada Yth.
Kepala Bapenda Kab. Purwakarta
di Purwakarta

NPWPD
Nama
A1amat

SPTPO
(SURATP£MBBUTAHUAN PAJAKOAfRAH)

PAJAKBARANGDANJASATERTENTU

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA . No. SPTPO :
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPEN,DA)' Masa Pajak:
JI.SURAWINATA NO.30A - NAGRI TENGAH Tahun Pajak:

No. Tagih/Bayar:

SPTPD PBJT Tenaga Listrik
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Oengan menyadari sepenuhnya akan seagala aklbat termasuk sanksl-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang­

undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut

di atas beserta lampiran-Iampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

PERNYATAAN

a. Masa Pajak
b. Kapasitas daya terpasang atau penggunaan
c. Volume Pemakaian atau Perkiraan jam per bulan
d. Oasar Pengenaan (b x c)
e. Tarif Pajak (sesuai Perda)
f. Pajak Terutang (d x e)

Jumlah Omret dan PajakTerutang untuJtMasa Pajak sebelunmya (alwmulasi dan awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak
Tertentu:

a. Masa Pajak
b. Kapasitas daya terpasang atau penggunaan
c. Volume Pemakaian atau Perldraan jam per bulan
d. Dasar Pengenaan (b x c)
e. Tarif Pajak (sesuai Perda)
f. Pajak Terutang (d x e)

Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (Lampirkan Fotokopi Ookumen):

OMZETYANGHARUS 01151OlfH WAJI8PAJAK

Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang diselenggarakan: Tenaga L~st;rik(Rumah Tangga/Sumber lain oleh lndestrl,
Pertambangan Migas/Dihasilkan Sendiri untuk Konsumsi Pribadi/Oihasilkan Sendiri untuk Komersil)

PERHAlIAN:
1. Harap diisl dalam rangkap dua (2).ditulls dengan huruf CETAK
2. Setelah dilsi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Bapenda paling lambat tanggal 20 bulan

berikutnya (Self Assesment)
3. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut di atas akan dilakukan penetapan secara Jabatan untuk Wajib Pajak

yang berdasarkan Of/ida/ Assesment dan Denda untuk Wajib Pajak yang berdasarkan Self Assesment.

Kepada Yth.
Kepala Bapenda Kab. Purwakarta
di Purwakarta

NPWPO
Nama
Alamat

SPTPD
(SURAT PEMBfRfTAHUAN PAtAl( DAERAH)

PAJAKBARANGDANJASATERTENTU

,No.SPTPO :
Masa Pajak:
Tahun Pajak:
No. Tagih/Bayar:

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAICARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
JI.SURAWINATA NO.30A - NAG.RITENGAH

SPTPD PBJT Parkir
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH NO.SKPD

I""; ........, (BAPENDA)
JI.SURAWINATA NO.30A - NAGRI .......,...................

TENGAH MASAPAJAK .....................
TAHUN PAJAK: •.••.•..••.••••••••

SKPD
(SURAT KETETAPAN PAJAKDAERAH)

1. Nama
2. Alamat

3. NPWPD
4. Tanggal Jatuh Tempo

No Ayat Jenis Pajak Daerah Jumlah

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak

Jumlah Sanksi: a. Bunga

b. Kenaikan
Jumlah Keseluruhan

Dengan Huruf

PERHATIAN:

1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BJBatau Kas Oaerah dengan menggunakan SSPO(Surat
Setoran Pajak Daerah)

2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewau dari tanggal jatuh tempo
pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

Purwakarta, .................................. Tahun ................

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Purwakarta

Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi

NIP......................................................

TANDATERIMA NO.
SKPD
NPWPD
NAMA
AtAMAT

Purwakarta, ........................... Tahun .................
Yang Menerima,

(................................................... )

SKPD
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) NOMOR

..-..; 1 JI.sURAWINATA NO.30A - NAGRI TENGAH ...........................

SKPDKB TAHUN " ...................
(SURAT KETETAPANPAJAK BULAN ....................
DAERAH KURANG BAYAR)

NPWPD PemilikjPengelola
Nama Nama
Alamat Alamat
Tanggal Jatuh Tempo .

I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan
atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban
Rekening ............................................................. '..............
Masa Pajak : Tahun ................... Bulan .......................

II. Hasil pemeriksanaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang
seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Pajak Sanksi Denda (Rp) Penyetoran Kurang Bayar
(Rp)

Bunga (Rp) Denda (Rp)
(Rp) (Rp)

Jumlah yang masih harus dibayar

Dengan Huruf

PERHATIAN:

1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BJBatau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD(Surat
Setoran Pajak Daerah)

2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewau dari tanggal jatuh tempo
pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

Purwakarta, .................................. Tahun ................

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Purwakarta

Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi

NIP......................................................

SKPDKB
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) NOMOR

I~ .j JI.SURAWINATA NO.30A - NAGRI TENGAH ...........................
SKPDKBT

(SURAT KETETAPAN PAJAK TAHUN ....................
DAERAH KURANG SAYAR BULAN .............. ,.....

TAM BAHAN)

NPWPD Pemilik/Pengelola
Nama Nama
Alamat Alamat
Tanggal Jatuh Tempo .

I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan
atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban
Rekening ............................................................................
Masa Pajak : Tahun ................... Bulan .......................

II. Hasil pemeriksanaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang
seharusnya dibayar adaJah sebagai berikut :

Pernerlksaan Pajak Sanksi Denda (Rp) Penyetoran Kurang Bayar
(Rp)

Bunga (Rp) Denda (Rp)
(Rp) (Rp)

JumJah yang masih harus dibayar

Oengan HUM

PERHATIAN:

1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BJBatau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD(Surat
Setoran Pajak Daerah)

2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewau dari tanggal jatuh tempo
pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

Purwakarta, ....................._........... Tahun ................

a.n Kepa1aBadan Pendapatan Daerah Kabupaten

Purwakarta

Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi

NIP......................................................

SKPDKBT
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NIP...•...............•..................................

Purwakarta,.................................. Tahun .

a.n KepalaBadanPendapatan Daerah Kabupaten

Purwakarta

KepalaSub Bidang Penetapan dan Verifikasi

1. Pengembalian Kelebihan Pajakdilakukan pada KasDaerah dengan menggunakan Surat
Perintah Membayar (SPM)dan Surat Perintah PencairanDana (SP2D)

PERHATIAN:

DenganHuruf

Sunga(Rp) Denda(Rp)

Penyetoran
(Rp)

PemeriksaanPajak
(Rp)

Sanksi(Rp) Lebih Sayar
(Rp)

Jumlah yang masih harus dibayar

II.

Berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan
atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban
Rekening .
Masa Pajak :
Hasil pemeriksanaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang
seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

I.
Tanggal

AlamatAlamat
NamaNama
Pemilik/PengelolaNPWPD

TAHUN
BULAN

SKPDLB
(SURATKETETAPANPAJAK
DAERAHLESIHSAYAR)

NOMOR
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
JI.SURAWINATA NO.30A - NAGRI TENGAH

SKPDLB
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NIP .

Purwakarta,.................................. Tahun .....•..........

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Purwakarta

Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi

Dengan Huruf

Dasar Pengenaan (Rp) Pajak Yang Terutang (Rp) Kredit Pajak (Rp)
Jumlah yang Harus

Dibayar (Rp)

Jumlah yang masih harus dibayar

II.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan
atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban
Rekening ...........•.•...........................................•.............
Masa Pajak :
Hasil pemeriksanaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang
seharusnya dibayar adalah sebagai benkut :

Tanggal
1.

AlamatAlamat

NamaNama

PemilikjPengelolaNPWPD

TAHUN
BULAN

SKPDN
(SURAT KETETAPANPAJAK

DAERAH NIHil)

NOMOR
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
JI.SURAWINATA NO.30A - NAGRI TENGAH

SKPDN
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-/..t tBEN IIRWAN

NIP. _...._............................................ \

~ tPj. BUPATI PU WAKARTA,.l

Purwakarta,.................................. Tahun .

a.n KepalaBadanPendapatan Daerah Kabupaten

Purwakarta

KepalaSub BidangPenetapan dan Verifikasi

1. Pembayaran dilakukan melalui Bank ruB atau Kas Daerahdengan menggunakan SSPD(Surat
Setoran PajakDaerah)

2. Apabila SKPDini tidak atau kurang dibayar setelah lewau dari tanggal jatuh tempo pembayaran
makaakan dikenakan SanksiAdministrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

PERHATIAN:

Setoran BungaPajakTanggal Tanggal Tanggal Tagihan

Dengan Huruf

PenyetoranKetetapan Pajak PenagihanSanksi

Rp ..
Rp .

Rp ..

II.

Berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan
atau keterangan lain atas pelaksanaankewajiban
Rekening ...•.•.....•.._._.•....•...•..•._ .•._._••.•••.••.•.•...•........
Nama Pajak .
TanggalJatuh Tempo : .
Dari pemeniltian dan/atau pemeriksanaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih
harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Pajakyang kurang dibayar
2. SanksiAdministrasi

Bungasebesar 1% (satu persen) per bulan
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)

I.
Alamat
Nama
NPWPD

STPD
(SURATTAGIHANPAJAKDAERAH)

Tanggalditerima

TAHUN.
MASAPAJAK: .

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
Jt.SURAWINATA NO.30A - NAGRI TENGAH

NOMOR

STPD


